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ABSTRAK

Perkembangan dinamika masyarakat telah memberikan dampak pada
semakin bervariasinya kebutuhan masyarakat, khususnya masyarakat pengguns
jasa notaris (klien). Tugas notards anlara lain adalah membust akta otentik,
mengesahkan serta mendafiarkan akta di bawah tangan, melakukan Wetarmerking
akta di bawah tangan, Maraknya pembuatan skta di bawah tangan tersehut
tidaklah mengartikan bahwa pembualan akia sedemikian adalah hal yang biasa
dan wajar-wajar saja, namun kita ietap harus bersikap obvektif semaksimal
mungkin memandang prakiek pembuatan akta di bawah tangan tersebut dari sisi
yuridis. Dalam hukum permbuktian, ketiganya mempunyai kedudukan yang
berbeda. Demikian pula, peran dan tanggung jawab notaris dalam ketiganva
berbeda, Mamun, seringkali para penghadap tidak mengetahui perbedaan antara
akta notaris, akta di bawah tangan yang dilegalisasi oleh notaris dan akta di bawah
tangan yang di-wagrmerking oleh notaris, Yang menjadi permasalahan di dalam
penelitian ini adalah Bagaimana bentuk tanggung jawab notaris terhadap akia
dibawsh tangan yang telah di Lepalisasi dan di Waarmerking notaris,
bagaimanakah proses Legalisasi dan Waarmerking terhadap akta di bawah tanpan
di kantor notaris.dan apaksh bentuk wewenang notaris dalam legalisasi dan
waarmerking akia di bawah tangan menunit undang-undang no, 30 tahun 2004
tentang jabatan notaris. Penelitian imi menggunakan metode penelitian yuridis
sasiologis. Dard hasil penelitian yang penulis lakukan dapat di simpulkan hahwa
lerdapat perbedaan tangpung jawab vang diberikan oleh notaris dalam hal
legalizasi dan waarmerking akta di bawah tangan. Pada akta di bawah tangan
vang di legalisasi notaris hanyva bertanggung jawab terhadap keabsahan tands
tangan yang lercantum di dalam akta, sementara pada akta di bawah tangan yang
di-waarmerking notaris tidak memiliki tanggung jawab apapun terhadap akta
terscbut. dengan kata lain bahwa pendafiaran akta ini hanya berujuan uniuk
supaya negara mengetahui tentang keberadaan akia tersebut. Proses legalisasi dan
wagrmerking pada dasarmya sama vakni, para pihak yang namanva tersehut
didalam akta {untuk legalisasi) menghadap kepada notaris dan notaris membaca
akta yang telah dikensep terlebih dahulu oleh para pihak, spabila akia tersebut
dianggap telah memenuhi syarat ssh perjanjian seperti yang tercantum dalam
pasal 1320 K1THPerdata maka notaris akan membacakan akta tersebut kepaida
para pihak, selanjuinya para pihak mensndatangai akia terscbut disaksikan oleh
notaris dan notaris mendafiarken akta tersebut kedalam buku khusus legalisasi,
Sementara pada wearmerking para penghadap tidak harus para pihak vang
namanya tercantum di dalum akta, notaris tida membacakan akia lersebut kepada
pard penghadap, dan notaris mendaftarkan akta tersebut kedalam buku khusus
legalisasi, Wewenang notaris terschut tercantum dalam pasal 15 angka 2 ULIN,



BARB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum mewajibkan kepada
Negara untuk memberikan keaditan kepada selurub warga Negara, scperti yang
tercantum dalam sila kelima Pancasila vang berbunyi * Keadilan sosial bagi seluruh
rakyal Indenesia . Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
menyatakan secars tegas babwa MNegara [ndonesia adalah Megars hukum yang
menjamin kepastizn dan perlindungan hukum setiap warga Ne Bara.

Tujuan  hukum  adalah  mendstangkan  kemakmuran  dan kebahagisan
rakyatnya, Untuk mencapai tujuan tersebul adalah denpan menyelengparakan
keadilan dan ketertiban, Keadilan ini digambarkan sebapai suatu keseimbangan yang
membawa ketentraman di dalam hati orang vang apabila melangpar menimbulkan
kegelisehan dan guncangan. Keadilan dapat dijabarkan amaca lain:

|, keadilan distributif. vaile suatu hubungan keadilan antara Megara terhadap
warganya, dalam arti pibak negaralah vang wajib memenuhi keadilan dalam
bentuk keadilan membagi dalam benwk kesejahteraan, bantuan, subsidi serta
kesempatan dalam hidup bersama vang didasarkan atas hak dan kewajiban,
Keadilan legal, vaite suate hubungan keadilan antars warga Mepara terhadap
Negara dan dalam masalah ini pibak wargalah yang waijib memenuhi keadilan
dalam bentuk mentaati peraturan perundang-undangan vang berlaku dalam
MWegara,

3. Keadilan komutatif, yaitu suatu hubungan keadilan antara Warganegara saty
dengan lainnya secara timbal balik,

I-d
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Motaris adalah salah satu cabang darl profesi hukum vang tertua di dunia
Jabatan netaris ini tdak ditempatkan di lembaga yodikalif, eksekutif ataupun
vudikatif, Notaris diharapkan memiliki posisi netral, sehingga apabila ditempatkan di
salah sty dari ketiga badan negara tersebut maka notaris tidak lagi dapat dianggap
netral.  Dengan posisi netral tersebul, notaris diharapkan untuk  memberikan
penyuluhan hukum untuk dan atas tindakan bukum vang dilakukan notaris atas
permintaan kliennya. Dalsm hal melakukan tindakan hukum untuk kliennya, notaris
juga tidak boleh memihak kliennya, karena tugas notaris falab untuk mencegah
terjadinya masalah,

Motaris mempunyai kedudukan vang sangat sirategis dalam ransh hukum
perdata, karena profesi ini menyangkul vrusan-urusan yang paling pokok dan sangal
mendasar dalam setiap perbuatan-perbuatan hukum, terutama bidan g hukum perdaia,
Masyarakat yang secara notsbene menjadi subjek sckaligus objck dari seliap
perbualan hukum akan sangat terbebani dengan urusan-urusan administrasi hukem,
Dokumen-dokemen yang berhubungan dengan perbuatan-perhuatan hubkum yang
akan dilakukan sehingpa akan tersusun secars henar dan sesuai prosedur hukum, hal
ini sangat tidak mungkin jika dikerjakan atau dibuat olel arang yang bukan benar-
benar ahli dan benar-benar menguasai bidang teresebut. Untuk itulah para notaris
hadir dan menawarkan jasa untuk membantu masyarakat. Peofesi ini sangal
membutubkan keahlian khusus dan terkonsep dengan haik, moka dari itu notaris-
nolaris yang telah benar-benar mengerti seluk-beluk permasalahan tersebut sangal

dibutubkan oleh masvarskat.



BAB IV

PENUTUFP

A, Kesimpulan

1,

Lid

Tangpung jawab notaris terhedap akla legalisasi hanyva schalas keabsahan tanda
tangan para pihak yang tercantum di dalam akia tersebut. Sementara itu, notaris

tidak bertanggung jawab apapun terhadap akia waarmerting.

o Proses lepalisasi dan waarmerking pada dasarmya sama vakni. para pihak yang

namanya tersebut didalam akta {untuk legalisasi} menghadap kepada notaris dan
notaris membaca akta vang telah dikonsep terlebih dabule oleh para pibak,
apabila akta tersebut dianggap telah memenuhi syorat sah perjanjian seperti vang
tercantum dalam pasal 1320 KUHPerdata maka notaris akan membacakan akia
tersebut kepada para pihak, selanjutnya para pihak menandatangai akta lersebut
disaksikan olch notaris dan notaris mendafiarkan akia tersehul kedalam buku
khusus legalisasi, Sementara pada waaemerking para penghadap tidak harus para
pihak wvangz pamanya tercantum di dalam akta, notaris tida membacakan akea
tersebut kepada para penghadap, dan notaris mendaftarkan akea tersebut kedalam

buku khusus legalisasi.

- Kewenangan notaris di dalam legalisasi dan waarmerking akea di bawah tangan

antara lain:
a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal pembuatan

surat di bawah tangan dengan mendafiar dalam buku khuses (legalisasi),
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